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Abstract: Decision of the Supreme Court No. 653 K/Pid/2011 less oriented to justice but more
oriented towards legal certainty. It can be seen from the decision that is based on the
substance of justice, but only based on a majority vote of the judges. The existence of
this decision be one that affects the issuance of Perma No. 02 Tahun 2012 on the
adjustment limits the number of minor criminal offenses and penaltiesin the KUHP.
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LATAR BELAKANG MASALAH

Daya tarik masyarakat untuk membicarakan penegdkakum pidana lebih baik
dibandingkan dengan penegakan hukum di bidang lmngmisalnya hukum perdata, hukum
administrasi negara dan lain-lain. Ketertarikan yagakat untuk membicarakan ini disebabkan
beberapa faktor, antara lain sering disiarkannysaugdasus ini di mass media baik elektronik
maupun surat-surat kabar dan majalah-majalah. Dps® itu juga terjadinya ketidaksamaan
perlakuan hukum antara kasus atau tindak pidang pahakunya melibatkan orang berduit
dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan olemgnaiskin, baik di tingkat penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai penhekli lembaga pemasyarakatan. Dapat
dilihat perlakuan hukum di tingkat penyidikan mmsa, untuk menjadikan tersangka seseorang
pejabat atau orang tertentu yang mempuivgaking cukup kuat dari pejabat atau orang yang
mempunyai uang banyak cukup mengalami kesulitangate alasan belum cukup bukti. Tetapi
bila pelaku tindak pidana adalah orang kecil ataang@ miskin akan mudah menjadikan
tersangka dan cepat dilimpahkan ke Kejaksaan sebagdéaga penuntut umum, walaupun
tindak pidana yang dilakukan masuk kategori tingiglana ringan (tipiring).

Selama ini penegakan hukum pidana baik di tingkayjlikan, penuntutan, pemeriksaan
di pengadilan maupun di lembaga pemasyarakatan giegar adalah kepastian hukum saja,
tanpa memperhatikan rasa keadilan. Sehingga apalaita perbuatan bersifat melanggar hukum
formal, maka pelakunya pasti akan diproses meladumyidikan, penuntutan, pemeriksaan di
pengadilan dan akhirnya dieksekusi di Lembaga pganakatan. Perbuatan yang bersifat
melanggar hukum formal ini tidak hanya perbuatatapa yang ancaman hukumannya cukup

berat, tetapi juga perbuatan pidana yang ancdmlumannya ringan. Sebenarnya tidak semua
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kasus harus diselesaikan lewat pengadilan. Marjéteksodiputro mengatakan bahwa
penggunaan hukum pidana harus selektif artinyak tsktiap pelanggaran diproses melalui
sistem peradilan pidana. Hal yang sifatnya tidakuselapat diselesaikan di luar sistem peradilan
pidana terutama perkara yang masih di tingkat pigkgm (Marjono Reksodiputro, 1994: 146 ).
Banyak kasus tindak pidana ringan (tipiring) digkat penyidikan diupayakan untuk
diselesaikan melalui mediasi penal atau luar migberadilan pidana karena ada kesepakatan
antara kedua belah pihak, yakni korban dan pelkfitena korban mau memberi maaf pada
pelaku dan sebaliknya pelaku mau memenuhi tuntdéanpihak korban dan difasilitasi oleh
mediator, biasanya polisi. Namun bila tidak adaekekatan kedua belah pihak, kasus atau
perkara ini harus diselesaikan lewat jalur sistearagilan pidana, karena dalam aturan hukum
positif tidak dimungkinkan. Demikian juga ditingkeémeriksaan perkara di pengadilan, hakim
tidak dapat berbuat banyak untuk memutuskan suekapa dengan adil, karena hukum positif
tidak memberi ruang yang cukup pada hakim untukaipégkan keadilan. Dalam kasus tindak
pidana pencurian putusan MA No. 653 K/Pid/2011 ylemgtroversial ini banyak hal yang dapat
diungkap dalam rangka untuk mewujudkan rasa keadilanasyarakat. Sebagian besar anggota
masyarakat menginginkan pelakunya tidak perlu dinukmengingat kerugian yang ditimbulkan
tidak begitu banyak. Namun bagi aparat penegak mukwsusnya hakim untuk tidak memberi
hukuman tidak semudah itu, karena ada aturan-atgaag perlu diperhatikan untuk tegaknya

kepastian hukum.
PERUMUSAN MASALAH

Dengan mendasarkan pada uraian di atas, maka rorm&salah yang dapat diangkat
adalah: bagaimana hakim memutus perkara dalam Ragusan MA. No. 653 K/Pid/2011 untuk

mewujudkan suatu keadilan ?.

METODE PENELITIAN
1. JenisPendlitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatialam hal ini yang diteliti adalah
Keputusan Mahkamah Agung No0.653 K/Pid/2011.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dari kepustakaan daopala@n sumber data sekunder.

Adapun sumber data sekunder tersebut dapat dipgang terdiri dari :
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a. Bahan Hukum Primer: Putusan Mahkamah Agung NB8.KGPid/2011.

b. Bahan Hukum Sekunder: KUHP, KUHAP, UU No. 48 Ta2009 tentang Pokok-
pokok Kekuasaan Kehakiman, PERMA RI. No. 2 Tahudi22@entang Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Di&ldHP.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yanghbaekan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekusdperti kamus hukum dan
ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekuratetatsier dikumpulkan melalui
studi kepustakaan dan studi dokumen.
Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan gpesian secara deskriptif dan
preskriptif. Hal ini dilakukan karena tidak hanyamggambarkan data apa adanya saja,

tetapi juga mengungkapkan formulasi hukyang ideal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini untuk mengungkapkan perkara pidgareg telah diputus oleh Mahkamah
Agung dengan nomor putusan 653 K/Pid/2011. Kaswsspdari putusan ini adalah sebagai
berikut: Terdakwa dalam kasus ini nama: Rasminigiti RRawan, umur: 52 Tahun, jenis
kelamin perempuan, agama: Islam, Pekerjaan: Pembantah tangga, tempat tinggal: Gang
Damai RT. 03/05 No. 12 B Kampung Sawah Lama, Ketam Ciputat Tangerang Selatan.
Pada sekitar bulan Pebruari 2007 bertempat di RdramGraha Permai Blok A6 No. 9 dan
jalan Mahoni Blok A7 No. 8 RT. 01/09 Kelurahan Sawama Kecamatan Ciputat Tangerang
Selatan dituduh mencuri atau mengambil barangdehya atau sebagian kepunyaan orang lain
untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan dengan cara: bahwa pada
awalnya ia seorang pembantu rumah tangga di ruakah Blj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri
dan telah bekerja selama 10 Tahun, namun pernditemtetahun yang keenam. Pada sekitar
tahun 2007 pada saat terjadi banjir terdakwa mebdabarang-barang milik saksi secara
bertahap (satu persatu) tanpa ijin pemiliknya anhabh saksi. Barang tersebut adalah 1 (satu)
piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buasing Geshen Kartikel, 2 (dua) buah
piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piringrek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring

kecil. Barang-barang tersebut disimpan di rumataieva dan digunakan untuk kepentingan
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pribadi. Akibat perbuatan terdakwa, korban atausisakenderita kerugian sekitar Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidak-tidektebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh
rupiah) dalam rumusan KUHPidana Pasal 362.

Fakta di persidangan di Pengadilan Negeri Tangetzatyva Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Nopef@(iEy menuntut terdakwa Rasminah
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipidiaka pencurian yang diatur dalam
Pasal 362 KUHP dan menuntut untuk dijatuhi pidaeajgra selama 5 (lima) bulan potong
masa tahanan dan menetapkan agar terdakwa dibetesnbayar beaya perkara sebesar Rp
2.000,- (dua ribu rupiah). Dalam persidangan terakfajelis Hakim Pengadilan Negeri
Tangerang pada tanggal 22 Desember 2010 dengariukapuNo. 775/Pid.B/2010/PN.TNG
amar lengkapnya adalah: menyatakan bahwa terdalagaiRah binti Rawan tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tpidaka dan membebaskan dari dakwaan,
memulihkan hak terdakwa, memerintahkan terhadapnigabukti berupa 1 (satu) kantong
plastik daging buntut sapi, 1 (satu) buah gelagatu) botol Hair Tonic Hadi Suwarno dan
samponya, 1 (satu) lembar baju muslim, sapu tanhasatu) botol Listerin, 1 (satu) kaleng
racun nyamuk Force Magic, 1 (satu) buah tempat tissatu) buah piring keramik merek
Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kaitike (dua) buah piring merek Royal
Province dan 1 (satu) buah piring merek Taichi Glikembalikan kepada terdakwa Rasmiah
alias Rasminah binti Rawan serta 1 (satu) buah kaéndan 3 (tiga) buah piring kecil/cawan
dikembalikan kepada saksi Samirah melalui terdaklaa membebaskan beaya perkara kepada
negara. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang teidiedtas di dasarkan pada pertimbangan:

- Bahwa telah terungkap dalam persidangan bahwa teadgal 5 Juni 2010 sekitar jam
23.20 WIB terdakwa selaku pembantu rumah tanggé teleminta ijin kepada saksi Hj.
Siti Aisyah untuk berobat ke klinik 24 jam karerekis perut/diare dan sekaligus mau
menengok anaknya di rumah kontrakan;

- Bahwa sewaktu terdakwa pulang dari klinik tetapisinadi rumah bersama anaknya,
saksi pelapor Hj. Siti Aisyah telah menelponnyaagapterdakwa segera kembali ke
rumah majikannya/saksi pelapor, namun waktu itaveiip oleh terdakwa bahwa karena
terdakwa masih sakit perut maka akan tidur di rudaln bersama anaknya, namun
ternyata jawaban terdakwa tersebut membuat saks$itijAisyah malah marah-marah

dan selalu mengatakan bahwa terdakwa bikin kesal;
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- Bahwa karena selalu dimarah-marahi dan dikatak&m tkesal terdakwa menjawab
bahwa kalau dirinya hanya dianggap bikin kesal mak#akwa akan keluar saja sebagai
pembantu saksi pelapor dan malam itu juga terdaks¥aar rumah bermaksud akan
mengembalikan kunci rumah ke rumah saksi pelapgmum ternyata di tengah jalan
telah bertemu dengan saksi pelapor bersama suaisakga H. Rendy Sasmita, anak
perempuannya dan ditemani Satpam Komplek dan mdeeigsung menuju rumah
kontrakan terdakwa sehingga terdakwa kembali lamgikuti majikannya;

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan terdakwa,i $djksSiti Aisyah langsung
marah-marah dengan mengatakan kamu ini maling,ongol maling keramik dan
sebagainya. Kata-kata sejenisnya sambil mengumpuiksang-barang seperti 1 (satu)
kantong plastik daging buntut sapi, gelas, manghkuakr tonic, baju muslim, sapu
tangan, tempat tisu, obat kumur listerin, sampoit&dvarno, racun nyamuk Force
Magic, dan sebagainya.

Keputusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebutspdine oleh kejaksaan dengan

mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agungadeslasan-alasan:

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri Tangeranghtédeliru dan salah menerapkan
hukum Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, kafeengadilan Negeri Tangerang
hanya mendengarkan keterangan terdakwa, sedangktndi persidangan yang lain
tidak dipertimbangkan antara lain:

Keterangan saksi korban Hj. Siti Aisyah MR SoekdPuitri yang mengatakan:

- bahwa benar selama terdakwa bekerja dengan teallapat beberapa barang milik
saksi yang hilang namun saksi pada waktu itu tickkcurigai terdakwa sebagai
pelakunya.

- Bahwa benar pada bulan pebruari 2007 pernahdidoanjir di lingkungan tempat
tinggal saksi dan pada waktu itu terdakwa telahehakdengan saksi dan pada
waktu itu saksi memiliki barang-barang berupa 1ujsbuah piring keramik merek
Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen KatfiRe(dua) buah piring merek
Royal Province, 1 (satu) buah piring merek TaicmaCdan 3 (tiga) buah piring
kecil yang keseluruhan barang tersebut saksi singpdemari ruang tamu rumah

saksi dan barang-barang tersebut adalah barargyamg saksi sudah lama miliki
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dan nilainya sangat tinggi dan harganya mahal juta@iah berkisar di atas lima
jutaan.

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 05 juni Z¥Kitar jam 01.30 WIB pada
waktu itu di rumah saksi mati lampu dan saksi adancari barang-barang milik
saksi yang tidak ada, karena terdakwa tidak adeurdiah saksi kemudian saksi
memanggil terdakwa namun terdakwa tidak ada, kemmudaksi bersama suami
saksi yaitu saksi HM. Rendy Sasmita Adjiwibowo, SPshtu orang anak saksi,
Ketua RW. 09 saksi Amir Hamzah, saksi Simkan (Satperumahan Graha) dan
satu orang polisi saksi Bambang Sunarto mendatangiah terdakwa, dan
sesampainya di rumah terdakwa saksi melihat armalakera saksi Astuti sedang
memakai baju warna merah yang baju tersebut adaikk saksi dan saksi tidak
pernah memberikan baju tersebut kepada saksi Adaitpun terdakwa,;

- Bahwa benar kemudian karena melihat baju sagakdi oleh saksi Astuti kemudian
saksi bertanya mengenai barang-barang saksi y&armgmamun terdakwa dan saksi
Astuti tidak mengakuinya kemudian saksi menemukagind) buntut sapi milik
saksi yang terdakwa simpan di dalam Freezer/kutkedakwa, atas penemuan
buntut sapi tersebut kemudian saksi juga menemibleaang-barang milik saksi
lainnya di rumah kontrakan terdakwa tersebut, hampiuruh barang di rumah
kontrakan terdakwa adalah milik saksi, yaitu 1 usdtuah piring keramik merek
Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Ghesen KatfiRe(dua) buah piring merek
Royal Province, 1 (satu) buah piring merek TaicmaCdan 3 (tiga) buah piring
kecil, tempat tisu, 1 (satu) buah piring biasa,satf) buah gelas, 1 (satu) buah
mangkok, 1 (satu) buah Hair Tonic Hadi Suwarnoasshitamponya, baju muslim,
sapu tangan, Listerin obat kumur, Force magic.

Keterangan HM. Rendy Sasmita Adjiwibowo, SPd, sabbgrikut:

- Bahwa benar pada waktu di rumah kontrakan terdalsafisi/isteri saksi juga
menemukan buku tabungan atas nama saksi Astutadgogilah uang yang berada
di buku tabungan tersebut yang dibuat/dicetak tahg@@ April 2010 sebesar Rp
6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saldo akhirishikat sebesar Rp 7.000.000,-
(tujuh juta rupiah) yang tanggal tersebut tidakhjaengan tanggal pada waktu isteri

saksi dan saksi melakukan ibadah umroh.
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Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah piringrikermerek Anchor Hocking, 1
(satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) uatngimerek Royal Province, 1
(satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tigaalb piring kecil adalah barang
antik yang saksi/isteri saksi simpan di lemari buteang tamu/keluarga di rumah
saksi/isteri saksi, memang sekitar bulan Februahuh 2007 pernah terjadi banjir
dan barang-barang tersebut terendam, namun stksi/isaksi tidak pernah
memberikan barang-barang tersebut kepada terdakwpaum saksi Astuti;

Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) kahtommit sapi, tempat tissu, 1
(satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah gelasatu$uah mangkok, 1 (satu) buah
hair tonic Hadi Suwarno serta shamponya, baju mysiapu tangan, listerin obat
kumur, force magic saksi membelinya dari swalayareur;

Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) bualy gieramik merek Anchor
Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, Ba)dbuah piring merek Royal
Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina &a(tiga) buah piring kecil
adalah barang antik walaupun barang tersebut baikabbhrang langka, isteri
saksi/saksi mendapatkan barang tersebut dengammeardoeli dari toko di sekitar
Jakarta dan pada waktu itu terdapat bukti pemb@ian

Bahwa benar pada waktu isteri saksi dan saksi mk#ak pemeriksaaan di rumah
kontrakan terdakwa dengan disaksikan oleh saksir Adamzah, saksi Siman
(Satpam Perumahan Graha) dan satu orang polisi Baksbang Sunarto dan satu
orang anak saksi pada waktu itu terdapat TV, mé&jad@n perhiasan milik saksi
yang ditemukan dan telah dilakukan penyitaan dafa pgaktu itu menurut polisi
untuk menjadi barang bukti hanya diambil contohtobnya saja dari seluruh
barang milik saksi yang diambil oleh pelaku, namsaksi kaget setelah di
persidangan ini mengetahui bahwa barang-barangatgarhmilik saksi yang
ditemukan pada waktu pemeriksaan di rumah terddlevapa beberapa perhiasan
emas, TV dan kulkas tidak ada di penyitaan darkta@a menjadi barang bukti
dalam pemeriksaan perkara ini, dan berarti baramgAy tersebut
disimpan/disembunyikan oleh Polisi;

Bahwa benar saksi juga memiliki bukti terhadap bg#arang yang berhasil

dikumpulkan di rumah kontrakan terdakwa yang maneary tersebut diambil
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terdakwa tanpa seijin saksi berupa foto yang dibd#si Handphone saksi dan isteri
saksi seperti ditunjukkan di depan persidangan aleiggambar yang menjadi barang
bukti dalam perkara ini sebagaimana penyidikan;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di degparsidangan berupa 1 (satu)
buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (sdiuah piring Geshen Kartikel, 2
(dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satwghbpiring merek Taichi Cina dan
3 (tiga) buah piring kecil, tempat tisu, 1 (satwpb mangkok, 1 (satu) buah Hair
Tonic Hadi Suwarno serta shamponya, baju muslirpy dangan, Listerin obat
kumur, Force Magic dan 1 (satu) bungkus plastikitadpuntut sapi (yang telah
diganti dengan foto) dan beberapa pakaian bekdahadaluruhnya ditemukan di
rumah kontrakan terdakwa dan benar seluruhnya fadeleang-barang milik isteri
saksi/saksi yang telah hilang diambil terdakwa #asgijin saksi/isteri saksi.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (HARUmenyatakan “setiap kali

seorang saksi selesai memberikan keterangan Haktoaksidang menanyakan kepada

terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keteraegsebtit”. Bahwa setelah saksi
korban Hj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri dan sakb. Rendy Sasmita Adjiwibowo,

SPd memberikan keterangan, terdakwa memberikanapatya yang ternyata juga

tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (judextiacalam putusannya, yang pada

pokoknya terdakwa mengatakan dan mengakui bahvdmken hanya mengambil
barang-barang milik saksi tanpa seijin saksi pa@&twv banjir tahun 2007 berupa

1(satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buaing merek Royal Province, 1

(satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tigaHo piring kecil dengan cara diambil

satu persatu, oleh karena itu dengan tidak mempeatigkan segala sesuatu yang

terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara kadenr maka majelis Hakim (judex
facti) telah melakukan kelalaian dalam beracara.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal bhduBe 1983 No. 221 K/Pid/1983
memuat kaidah “telah terjadi kesalahan penerapkarhypembuktian karena Pengadilan
Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhananalat bukti yang telah diperoleh
dalam persidangan” dan juga sejalan dengan SurataBdMahkamah Agung RI.
Tanggal 23 Nopember 1974 Nomor : MA./Pemb/1154Mdka putusan judex facti

(Pengadilan Negeri) harus dibatalkan.
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2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkakum Pasal 185 ayat (4)
KUHAP. Bahwa menurut saksi pelapor barang-baranggmilik saksi ditemukan di
rumah kontrakan terdakwa, tetapi saksi tidak dapamastikan kapan barang itu
diambil atau dibawa terdakwa. Seandainya saksi taBmbawanya/mengambilnya
tanpa ijin secara tertangkap tangan, maka terd#klata disidik dan di sidangkan pada
tahun 2010, tetapi akan disidik dan disidangkampgatun 2007 pada saat tertangkap
tangan.

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah memperéngkan unsur “mengambil
sesuatu barang” dengan pertimbangan tiadanya uredawan hukum

Alasan-alasan yang diajukan oleh jaksa tersebuatddipenarkan oleh Mahkamah Agung,
karena judex facti (Pengadilan Negeri Tangerandghtesalah menerapkan hukum atau
menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bamigan dari Mahkamah Agung adalah
bahwa kenyataannya barang-barang yang menjadi opge&urian semuanya ditemukan di
rumah terdakwa tanpa ijin pemilik barang (saksiapet), putusan judex facti (Pengadilan
Negeri) adalah putusan bebas tidak murni. Mengihgattersebut, maka permohonan kasasi
yang diajukan Jaksa dapat diterima. Berdasarkartingmmgan-pertimbangan tersebut
Mahkamah Agung berpendapat terdakwa terbukti sailaetakukan tindak pidana pencurian
sebagaimana dakwan jaksa.

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan atdis, maka Mahkamah Agung
berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tangerang/ NgPid.B/2010/PN.TNG. tanggal 22
Desember 2010 dibatalkan oleh Mahkamah Agung dahkBtaah Agung mengadili sendiri
perkara ini. Namun pendapat Mahkamah Agung iniktidalat, karena ada salah satu anggota
Majelis Hakim, yakni Ketua Majelis DR. Artidjo , SHLLM. mempunyai pendapat yang
berbeda(dissenting Opinion), dengan pertimbangan bahwa judex facti tidak salehermapkan
hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang aelesecara yuridis dengan benar, yakni
tidak semuanya dari saksi pelapor. Disamping itgajwibuktikan bahwa mangkok milik
Rusminah yang diberikan kepada terdakwa dan sdsuagian tutup mangkok yang dibawa oleh
saksi dan tidak terbukti ada unsur mengambil barang noifeng lain dari perbuatan terdakwa.

Disamping itu pemohon kasasi tidak dapat membuktbehwa putusan judex facti (Pengadilan
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Negeri) bukan bebas murni. Mengingat hal terselat Brtidjo Alkostar berpendapat kasasi
dari pemohon tidak dapat diterima.

Mengingat penanganan perkara ini hakimnya majdistelah bermusyarwarah diambil
keputusan suara terbanyak, hal ini diatur dalamalP482 ayat (6) , yaitu mengabulkan
permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejakiageri Tangerang dan membatalkan
putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 775/PidIB/PN.TNG. tanggal 22 Desember
2010. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sengeing menyatakan bahwa terdakwa
Rasminah binti Rawan telah terbukti secara sahmdayakinkan bersalah melakukan tindak
pidana pencurian, menghukum terdakwa dengan pigangra selama 4 (empat) bulan 10
(sepuluh) hari, menetapkan bahwa masa penahanan tgkah dijalani oleh terdakwa akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkamemerintahkan agar barang bukti
dikembalikan pada saksi Hj. Siti Aisyah MR Soekakfdri. Dan membebankan biaya perkara
dalam tingkat kasasi pada terdakwa.

Mengamati kasus Rasminah binti Rawan ini memamgiipdontroversi, disatu sisi ada
pihak-pihak yang menginginkan kasus ini diberheartikli tingkat penyidikan atau bila telah
masuk ke tingkat pengadilan, hakim diharapkan untoé&mberi putusan bebas, karena
menyangkut orang miskin. Di lain pihak kasus irtiape diteruskan karena telah memenuhi
unsur-unsur sifat melawan hukum dalam kasus pearc{Rasal 362 KUHP). Masyarakat pada
umumnya, terutama yang kurang mengetahui prinsisipr hukum yang perlu ditegakkan
menginginkan bila pelaku tindak pidana yang menkahgorang kecil atau miskin dan nilai
kerugian yang ditimbulkan tidak cukup besar harielthskan. Sebaliknya bila tindak pidana
tertentu yang pelakunya orang kaya atau pejabakanp&lakunya harus dihukum seberat-
beratnya. Anggapan semacam itu memang bisa dikatekat tetapi bisa juga dikatakan tidak
tepat. Yang pasti karena sistem yang kita gunakatah sistencivil law bila unsur-unsur sifat
melawan hukum formal telah terpenuhi, maka orangrsetmit harus bisa
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalanmihsistem hukum kita tidak melihat
apakah pelaku itu orang miskin, orang kecil ataangrbesar atau pejabat, nilai kerugiannya
besar atau kecil, tetapi yang terpenting adalakaptelah terpenuhi unsur-unsur sifat melawan
hukum atau tidak, yang dikejar adalah kepastiarutrukHal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat
(1) KUHP yang menyatakan bahwa “tiada suatu pedoualapat dipidana melainkan atas

kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undaymyam telah ada sebelum perbuatan itu
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terjadi”. Atau azas ini dikenal dengan sebukéutlum delictum nulla poena sine praevia lege
poenale artinya tiada delik, tiada hukuman tanpa suatatpean yang terlebih dahulu menyebut
perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu deligadanmemuat suatu hukuman yang dapat
dijatuhkan atas delik itu. Dengan adanya azasriaka apabila suatu perbuatan telah melanggar
undang-undang atau peraturan yang telah ada akanattian sanksi, sebaliknya bila perbuatan
itu belum diatur dalam undang-undang atau peratusataupun merugikan orang lain atau
masyarakat, maka tidak dapat diberi sanksi pidBe&aitan dengan kasus yang diuraikan di
atas, maka bila menginginkan tidak diberi sanksiapa penjara perlu undang-undangnya
dirubah atau direvisi yang memungkinkan aparat ga&kehukum khususnya hakim diberi
peluang dalam undang-undang itu untuk tidak mengmulpidana penjara. Jadi undang-
undangnya harus dibuat terlebih dahulu sebagar dasak menyelesaikan masalah atau kasus-
kasus seperti di atas. Undang-undang ini tidakhobélaku surut.

Selanjutnya untuk melengkapi analisis putusan Matdh Agung No. 653 K/Pid/2011
perlu penulis paparkan pendapat dari Gustav Rabbrubahwa tujuan hukum adalah
kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Hal ini senddagan pendapatnya Sudikno
Mertokusumo yang mengatakan bahwa kepastian hukiReshtssicherheit), kemanfaatan
(Zweckmassigheit) dan keadilar{Gerechtigheit) seberapa dapat harus ada dalam putusan secara
proporsional. Itu adalah idealnya. Akan tetapi dajarakteknya jarang terdapat putusan yang
mengandung tiga unsur itu secara proporsional. 8ilak dapat proporsional, paling tidak
ketiga faktor itu seyogyanya ada dalam putusanakiigarang terjadi kepastian hukum
bertentangan dengan keadilan. Bila dalam putusanpaaterjadi konflik antara keadilan dan
kepastian hukum serta kemanfaatan, maka yang kiatabulukan adalah keadilan (Bambang
Sutiyoso, 2009: 11).

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/20ldyatakan bahwa perbuatan
saudari Rasminah tergolong perbuatan pencuriag wtur dalam Pasal 362 KUH, yang
unsur-unsurnya adalah:

1. Tindakan yang dilakukan adalah mengambil;

2. Yang diambil adalah barang;

3. Status barang itu sebagian atau seluruhnya memjéiiorang lain;

4. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untukilkebarang itu dengan melawan

hukum.
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Bila dicermati dari kasus Rasminah ini, nampaknygpdlisian dan kejaksaan menyatakan
memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, buktinya parddimpahkan sampai di Pengadilan.
Di Pengadilan Negeri Tangerang, Rasminah diputisdeDiputus bebas ini menurut hemat
penulis tepat, sebab bila dirunut kasusnya, Rasmditaduh mencuri setelah berjalan selama 2
(dua) tahun, sebelumnya pemilik barang tidak pemampermasalahkan atau mencari barang-
barangnya yang dikatakan hilang, tidak pernah mgalam pada Rasminah bahwa barangnya
hilang. Hanya karena Rasminah pulang untuk bertadekt segera kembali, majikannya (Hj. Siti
Aisyah) marah-marah dan langsung mencari ke runzamitah. Di rumah Rasminah inilah dia
baru tahu kalau barangnya diambil oleh Rasminahiaanenuduh sebagai pencuri. Padahal
menurut kesaksian Rasminah barang-barang itu tithesnikan kepadanya dalam keadaan kotor.
Dari kejadian ini menunjukkan bahwa barang yangyatiakan dicuri itu sebenarnya barang
yang sudah tidak diperhitungkan lagi artinya bargagg sudah tidak berharga. Hanya karena
kejengkelan majikan Hj Siti Aisyah terhadap pembapa yang tidak segera pulang, ia
mencari-cari kesalahan, hingga dilaporkan ke kswli Kepolisian juga merespon laporan dari
saudara Hj. Siti Aisyah, tanpa memberi jalan umhédiasi atau tidak memberi peluang kepada
para pihak untuk diselesaikan di luar sistem pé&adbidana. Bila dilihat dari barang-barang
yang diambil Rasminah ini sebenarnya bukan bararpabga dan bila diwujudkan dalam
bentuk uang tidak besar nilai rupiahnya. Mestinygpd#lisian mempunyai kewenangan atau
kebijakan untuk tidak meneruskan kasus ini ke rdanddum, mengingat nilai kerugiannya tidak
begitu besar dan perlu diingat juga bahwa Rasntiglah bekerja di rumah Hj Siti Aisyah telah
berjalan 10 (sepuluh) tahun. Sehingga antara Rasndangan Hj. Siti Aisyah sebenarnya telah
terjalin kekeluargaan. Polisi sebagai penyidik dapangundang para pihak untuk menjelaskan
sedetil-detilnya tentang kasus yang dihadapi ierufama pihak yang merasa dirugikan yaitu
Hj. Siti Aisyah diberi penjelasan dengan melihai-sisi positif dan negatifnya bila kasus ini
diteruskan ke ranah hukum. Sehingga korban akafikibeuntuk mengurungkan niatnya
memenjarakan pembantunya yang telah membantu selsgpaluh tahun. Sebaliknya
pelakunyapun harus diberi penjelasan secukupnigaperiu ia harus mengganti kerugian yang
diderita oleh korban. Begitu juga Kejaksaan, lensbag bisa menghentikan kasus yang
merupakan pelimpahan dari penyidik (Kepolisian)gyaipandang kasusnya akan meresahkan
masyarakat, seperti kasus pencurian belasan tamsiamg oleh Kuatno dan Topan, dua remaja

yang diduga secara psikologis kurang sempurnaldc&p. Kejaksaan akhirnya menghentikan
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perkara melalui Surat Ketetapan Penghentian Petmmtisetelah ada hasil pemeriksaan
psikologi (Buletin Komisi Yudisial, 2012: 15). Namuuntuk kasus ini terjadi sebaliknya,
Pengadilan Negeri Tangerang sudah membebaskarkwerd&ejaksaan justru mengajukan
permohonan kasasi.

Setelah perkara masuk ke Mahkamah Agung karenasikdada Kejaksaan yang tidak
menerima keputusan Pengadilan Negeri TangerangMidrkamah Agung memberi putusan
menghukum terdakwa dengan hukuman penjara sela(eandat) bulan sepuluh hari karena
terbukti melakukan pencurian sebagaimana diatuandaPasal 362 KUHP. Dengan adanya
putusan dari Mahkamah Agung ini muncullah berbagsidapat baik yang pro maupun yang
kontra. Pada intinya pendapat yang pro mengatakamnwd sudah sewajarnya seseorang
dihukum karena memenuhi persyaratan perundang-gadamntuk dihnukum. Sementara yang
kontra menginginkan pelaku dibebaskan dari hukurkarena nilai kerugian yang ditimbulkan
jumlahnya tidak besar dan pelakunya adalah pembambah tangga yang secara ekonomis
tergolong orang miskin.

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung ini pemudjm menganalisis dari tiga pilar
utama dalam hukum untuk mengukurnya, yaitu sisirkeadilan hukum, sisi nilai kegunaan
atau kemanfaatan hukum dan sisi nilai kepastianimualya.

1. Sisi Nilai Keadilan Hukum
Berbicara keadilan memang tidak mudah, keadilaratdaprubah-ubah isinya, tergantung
siapa yang menentukan isi keadilan, termasuk féktdor lainnya yang turut menentukan,
seperti tempat dan waktu. Menurut Aristoteles Keadadalah keutamaan, yaitu ketaatan
terhadap hukum (Hyronimus Rhiti, 2011:241). Kemudimenurut Thomas Aquinas
disamping ia mengikuti pendapat Aristoteles, yakeutamaan, ia mengatakan bahwa
keadilan berhubungan dengan “apa yang sepatutmgraokeng lain menurut suatu kesamaan
proporsional”. Kemudian ia membagi keadilan menj&eadilan distributif, keadilan
komutatif dan keadilan legal (merupakan keadilarunmnyakni mengikuti undang-undang)
(Hyronimus Rhiti, 2011: 243). Kemudian ada penddaiat dari Derrida yang mengatakan
bahwa keadilan dalam hukum memperoleh daya kekusghenarnya tidak dari sumber-
sumber dalam tatanan hukum, melainkan dari sesuatg melampaui hukum itu sendiri.
Keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undangnmdartinya sesuai dengan undang-

undang belum memastikan adanya keadilan (barangkedina tidak ada jaminan, bahwa
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undang-undang itu adil) (Anthon F. Susanto, 201D:-992). Kemudian bagaimana fakta
yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung No. 653 RM®id. Mahkamah Agung
membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang telah membebaskan Rasminah
dari jeratan hukum penjara dengan alasan bahwaaBigggy Negeri Tangerang dalam
putusannya hanya mendasarkan pada keterangan igamgpdikan oleh terdakwa saja tanpa
memperhatikan keterangan atau saksi dari korbater&egan saksi korban menurut hemat
penulis bisa saja dijadikan alasan, namun perlogdti bahwa kenyataannya barang yang
diambil terdakwa yang berupa 1 (satu) buah piriegukik merek Anchor Hocking, 1 (satu)
buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piringekReRoyal Province, 1 (satu) buah piring
merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecilropakan barang yang kotor yang sudah
tidak diperhitungkan lagi oleh pemiliknya. Hal it@rbukti selama dua tahun dibiarkan dan
tidak pernah dicari. Orang yang mempunyai barargjagp barang itu merupakan barang
berharga yang dipajang di almari, kemudian barantidak nampak pasti orang yang merasa
memiliki akan mencarinya. Sangat tidak masuk akahg kehilangan barang yang mudah
terlihat di almari selama dua tahun tidak pernamcagnya. Jadi dalam hal ini alasan
kehilangan barang hanya alasan yang dibuat-bulatkoldan karena jengkel pada Rasminah
yang tidak segera kembali untuk bekerja di tempalbdn. Apalagi barang yang lain seperti
tempat tisu, 1 (satu) buah piring biasa, 1 (satghbgelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu)
buah Hair Tonic Hadi Suwarno dan shamponya, bajslimu sapu tangan, listerin obat
kumur, force magic dan 1 (satu) kantong plastik tbursapi, barang-barang itu semua
sebenarnya nilai ekonominya sangat rendah, mesttidagk pantas seorang majikan
mempermasalahkan barang-barang tersebut diambilpgmbantunya yang telah mengabdi
atau bekerja selama 10 (sepuluh) tahun. Melihatdra@ demikian, maka sebaiknya polisi
mengupayakan penyelesaiannya di luar pengadilahsi Rtapat sebagai mediator untuk
penyelesaiannya. Tetapi mengapa dalam hal ini iRalsk menggunakan kesempatan ini
untuk menyelesaikan kasusnya di luar pengadilarm@ngapa justru dilimpahkan ke
Kejaksaan ?. Dari Kejaksaan dilimpahkan ke Penga®dilModel penegak hukum seperti ini
dikritik oleh Jimny Asshiddigie (Mantan Ketua Malmkah Konstitusi), beliau mengatakan
“bahwa para penegak hukum di negeri ini, dari apaeayidik, penuntut umum, dan hakim
hingga lembaga pemasyarakatan melihat hukum samgjenistik prosedural. Kalau Polisi

misalnya terpaksa melakukan tindakan untuk melkajusuatu kasus, Jaksanya harus bisa
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bertindak melakukan koreksi untuk kepentingan ydelgh besar. Kalau kasus masih
diloloskan juga, Hakimnya yang harus bertindak deeaidilan, jadi masing-masing penegak
hukum harus kreatif. Hakim tugasnya bukan menghutetapi untuk menegakkan keadilan
(http//www.hukumonline. com). Selanjutnya Anggota Komisi Il DPR Yahdil Abdil Fehap
menilai putusan kasasi yang menghukum Rasminaletbedn. Kasus kecil seperti ini
seharusnya diselesaikan di luar pengadilan, inukaelrasa keadilan masyarakat. Mahkamah
Agung seharusnya tak hanya menegakkan hukum semaédapi harus
menegakkan/memperhatikan keadilan. Putusan itu éhamgnegakkan hukum , tidak
menegakkan keadilan. Ini menandakan hukum semajamtke bawah dan semakin tumpul
ke atas. Jangan menerapkan hukum secara(kégtiwww.hukumonline.com).

Dalam putusan Mahkamah Agung ini nampak sekali apayuk membela lembaga lain
yakni Kejaksaan yang mengancam hukuman penjara iRalsreelama 5 (lima) bulan yang
sangat jauh dengan ancaman maksimal yang ada padh3$2 KUHP, yakni paling lama 5
(lima) Tahun. Hal ini terlihat dari putusannya yamgnghukum terdakwa dengan pidana
penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) Hdmkuman penjara selama itu nampaknya
memang disengaja oleh Hakim Agung, dengan pertigdraruntuk menyamakan dengan
masa tahanan Rasminah. Sehingga saat palu putukamén diketok, maka saat itu pula
Rasminah terbebas dari penjara karena ditahan aedaempat) bulan 10 (sepuluh) hari.
Apakah adanya putusan dari Mahkamah Agung itu ai@dil bagi masyarakat ?, tentu
jawabnya bisa ya atau bisa tidak, tergantung @srimgna kita melihatnya. Dari sisi penegak
hukum khususnya Mahkamah Agung putusan tersebutpakan putusan yang adil, karena
saudara Rasminah secara yuridis formal telah melm@eusyaratan untuk dihukum. Namun
dari sisi kerugian yang ditimbulkannya sebenarnglakt begitu besar. Oleh sebab itulah
Hakim Agung berusaha untuk berdiri di antara dusekéingan, yakni kepentingan hukum
dan kepentingan keadilan. Hal ini terlihat dariatipakim agung yang memeriksa dan
memutus perkara, ternyata ada satu yang menolasikdan ada dua hakim yang menerima
kasasi dari kejaksaan.

. Sisi Nilai Kemanfaatan
Adanya putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/201&a8gytelah menghukum nenek
Rasminah ini membawa banyak perdebatan di antaggoten masyarakat. Sebagian besar

anggota masyarakat menginginkan nenek Rasminak fddu dihukum atau dibebaskan
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dari hukuman, karena nilai kerugian yang ditimbualkga tidak begitu besar. Sementara
sebagian kelompok anggota masyarakat yang lairsudmya penegak hukum menyatakan
sebaliknya. Berapapun nilai kerugian yang ditimbanlklari kejahatan tetap harus dihukum.
Adanya perdebatan-perdebatan yang muncul di mdsgtaitu nampaknya membawa
manfaat untuk lebih diperhatikan mengenai kasusNtahkamah Agung prihatin adanya
kasus Rasminah dan kasus-kasus lain yang sejems/nga kasus mbok Minah yang
mencuri tiga buah kakao, kasus AAL pencuri sanghcuri buah semangka di Jawa Timur
dan lain-lain yang nilai kerugian yang ditimbulkgantidak besar. Wujud perhatian
Mahkamah agung terhadap kasus-kasus tersebut adetejan dikeluarkannya Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 20&Btang Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHT yeerlaku mulai pada tanggal 27
Pebruari 2012. Munculnya Perma ini dalam rangkakumhenyesuaikan nilai uang yang
terdapat pada KUHP karena sejak Tahun 1960 sehilairuang yang terdapat dalam KUHP
belum pernah disesuaikan dengan kondisi sekaraggyeBuaian Harga emas pada saat
sekarang mengalami kenaikan sebesar 10.000 kalhdibgkan Tahun 1960. Bila nilai uang
yang terdapat dalam KUHP disesuaikan dengan kosdlsaarang, maka dapat berimplikasi
digunakannya Pasal pencurian biasa yang diatumdBiasal 362 KUHP atas tindak pidana
yang diatur dalam Pasal 364 KUHP. Di samping itengmganan perkara tindak pidana
ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringamggelapan ringan dan sejenisnya dapat
ditangani secara proporsional mengingat ancamaarhaik paling lama tiga bulan penjara,
dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapanakan penahanan, serta acara
pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemerikepah Di samping itu perkara-perkara
ini tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Setagp ketentuan dalam Perma itu
dinyatakan bahwa kata-kata “dua ratus lima pulyhahl’ dalam Pasal 364, 373, 379, 384,
407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.50000@ua juta lima ratus ribu rupiah);
dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, panjppenggelapan, panadahan dari
penuntut umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikéda barang atau uang yang
menjadi obyek perkara; bila nilai barang atau utergebut bernilai tidak lebih dari Rp
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lKkeRengadilan segera menetapkan Hakim
Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus grarktersebut dengan Acara

Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 KQHAP.
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3. Sisi Nilai Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastianrhudebagai salah satu syarat
yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepashiakum merupakan
perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewemasgang, yang berarti bahwa
seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang phkibaralalam keadaan tertentu
(Sudikno Mertokusumo, 2005: 160). Berdasarkan faleng terungkap dalam
persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negerg@iaang bahwa saudara Rasminah
dinyatakan bebas dari hukuman karena tidak bersatelekukan tindak pidana
pencurian. Namun di tingkat kasasi Mahkamah Aguegiratalkan putusan Pengadilan
Negeri Tangerang dan mengadili sendiri. Dalam mroga Mahkamah Agung
menyatakan bahwa saudara Rasminah bersalah metakokak pidana pencurian dan
menghukumnya dengan pidana penjara selama 4 (erbpkth 10 (sepuluh) hari.
Pertimbangan dua Hakim Agung menyatakan bahwa-bukti yang ditunjukkan dalam
persidangan cukup kuat untuk menyatakan bahwaasauBasminah betul-betul
melakukan tindak pidana pencurian, tidak hanya slaksi terdakwa tetapi juga saksi
dari korban (saksi korban) dan saksi-saksi yang lMamun satu hakim agung menolak
bahwa Rasminah bersalah melakukan tindak pidanaupan. Ketidakbulatan hakim
Agung dalam memutus perkara ini menunjukkan bahdeapenilaian yang berbeda di
antara ketiga hakim Agung mengenai kepastian dadilee hukum. Satu hakim Agung
dalam menyelesaikan kasus ini lebih menitikberatiasta rasa keadilan. Sementara dua
Hakim Agung lebih menitikberatkan pada kepastiakumu Bila ketentuan dalam
undang-undang menyatakan bahwa perbuatan yangukilakiermasuk tindak pidana,
maka yang bersangkutan harus dihukum. Nampaknydugen Rasminah telah
memenuhi persyaratan ini, sehingga yang bersangldikeenai sanksi pidana. Hakim
tidak akan berani untuk tidak menghukum seseoraamy yterbukti secara sah dan
meyakinkan para hakim, kecuali ketentuan dalamnuknng-undangan memberi peluang
untuk tidak menghukum dan/atau mengganti hukumatar® Konsep KUHP yang baru
Tahun 2006 hal seperti ini diatur dalam pedomanagbeman pidana. Dalam Konsep
KUHP pada Pasal 68 dinyatakan bahwa “dengan te@ppartimbangkan Pasal 51 dan
52, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkka dijumpai keadaan-keadaan

sebagai berikut:
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m.

n.

Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) talaun di atas 70 (tujuh puluh)
tahun;

Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu hesar

Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korba

Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yhlajukan akan menimbulkan
kerugian yang besar,;

Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangsdtdari orang lain;

Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindakapa tersebut;

Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari skeadaan yang tidak mungkin
terulang lagi;

Kepribadian dan perilaku meyakinkan bahwa ia tidletn melakukan tindak pidana
yang lain;

Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yarsgrbleagi terdakwa atau
keluarga;

Pembinaan yang bersifat noninstitusional diperldralikan cukup berhasil untuk diri
terdakwa;

Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mnemgi sifat beratnya tindak
pidana yang dilakukan terdakwa;

Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau

Terjadi karena kealpaan.

Dari rumusan ini menunjukkan bahwa penjatuhan @Edaenjara dilakukan dengan cara

yang selektif dan limitatif.

Dari kasus Rasminah di atas, dua Hakim Agung maeyaBahwa secara yuridis

Rasminah telah melakukan tindak pidana pencuriang ymengakibatkan dijatuhi

hukuman. Hakim tidak dapat untuk tidak menghukuauanhemidana penjara, karena

ketentuan atau undang-undang mengharuskan untukbenepidana penjara. Namun

demikian dua Hakim Agung juga telah berusaha untidana penjara dengan adil. Hal

ini dapat ditunjukkan dengan memidana penjara seldnfempat) bulan 10 (sepuluh)

hari sesuai dengan masa penahanannya, sehingggataadiketuk, saat itu pula
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Rasminah dapat bebas untuk pulang ke RumahnyasKasminah kemungkinan akan

berbeda ceritanya bila Konsep KUHP Nasional telaltkan menjadi undang-undang.

KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011 dilihati &isi keadilan terdakwa
kurang terpenuhi. Karena putusan tidak didasarkadapsubstansi keadilan tetapi
didasarkan pada suara terbanyak dari Majelis Hakim.

2. Adanya putusan Mahkamah Agung ini mempunyai mandéai membawa pengaruh
terhadap kasus-kasus lain yang menimbulkan keruggany tidak besar dimasa yang
akan datang. Sebab Mahkamah Agung telah mengelu&@&ena No. 02 Tahun 2012
tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringajuddah denda dalam KUHP.

3. Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa péaegaukum di Indonesia lebih

mengutamakan kepastian hukum dibandingkan dengadil&e hukum.
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